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PERJ ANJ I AN KERJASAMA 
ANTARA 

DEPARTEMEN KEHAKI MAN REPUBLI K I NDONESIA 

DAN 

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLI K I NDONESI A 

TENTANG 

HAKATAS KEKAYAAN I NTELEKTUAL 


Pada hari ini J um'at tanggal 12 bulan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan, bertempat di JI. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 J akarta yang bertanda tangan di 
bawah ini : 

1. Prof. Dr. H. Muladi, SH: 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 
4-5 Jakarta 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kehakiman 
R.I., yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

2. Prof. Dr. F.A. Moeloek: 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rsuna Said Blok 
X.5 Kav. 4-9 Jakarta 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen 
Kesehatan R.I., yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, 
dengan pertimbangan : 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Paten 
dan Undang-undang Merek serta mengantisipasi diberlakukannya Perjanjian Trade 
Related Aspects on Intellectual Property Rights pada tanggal 1 Januari 2000 dan 
Asean Free Trade Agreement tahun 2003, diperlukan peningkatan pemahaman dan 
penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas penerapan peraturan 
perundang-undangan dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya 
disingkat HAKI) secara mantap; 

b. bahwa perlindungan dan penerapan yang efektif terhadap peraturan perundang- 
undangan di bidang HAKI dapat mendorong semangat untuk tumbuh dan 
berkembangnya karya-karya intelektual; dan bahwa sampai saat ini di bidang 
kesehatan telah banyak dihasilkan berbagai produk, abik obat-obatan, sediaan 
farmasi, alat kesehatan, obat tradisional, makanan dan minuman maupun hasil-hasil 
penelitian dan pengembangan kesehatan yang perlu memperoleh pengesahan 
sebagai HAKI, 

C. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal di bawah ini : 

Pasal1 

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kesadaran, 
pemahaman dan penegak hukum di bidang HAKI bagi masyarakat yang berkaitan dengan 
bidang kesehatan, abik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh mayarakat, sehingga 
produk HAKI yang ditemukan, diciptakan dan dipasarkan memproleh perlindungan hukum 
yang pada gilirannya dapat memberikan nilai ekonomis bagi pemiliknya dan masyarakat 
terhindar dari barang palsu di bidang kesehatan. 
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Pasal2 

Perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan : 

a. Penyebarluasan pemahaman HAKI kepada jajaran Departemen Kesehatan; 

b. Peningkatan pelayanan pendaftaran Hak Cipta, Paten dan Merek serta HAKI lainnya; 

c. Peningkatan penegak hukum di bidang HAKI; 

d. Menginventarisasi berbagai penemuan atau produk HAKI lainnya di bidang kesehatan 

yang dipandang perlu untuk memperoleh HAKI; dan 

e. Koordinasi dalam pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan HAKI. 

Pasal3 

1. Pihak Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk : 

a. menyediakan bahan-bahan untuk kegiatan penyebarluasan dan pemahaman 
HAKI kepada masyarakat yang berkaitan dengan bidang kesehatan pada 
umumnya dan jajaran di lingkungan Departemen Kesehatan pada khususnya; 

b. menyediakan dan mempersiapkan tenaga-tenaga penceramah dalam rangka 
kegiatan penyebarluasan dan pemahaman HAKI kepada pihak-pihak 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. memberi bantuan dan bimbingan bagi para mediator di lingkungan 
Departemen Kesehatan dalam hal ini kemudahan pendaftaran HAKI; dan 

d. menindaklanjuti laporan Pihak Kedua tentang adanya pelanggaran di bidang 
HAKI. 

2. Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk : 

a. Mengkoordinasi masyarakat yang berkaitan dengan bidang kesehatan pada 
umunya dan di lingkungan Departemen Kesehatan pada khususnya dalam 
rangka penyuluhan dan pendaftaran HAKI; 

b. Mengkoordinir permintaan pendaftaran HAKI untuk diproses lebih lanjut oleh 
Pihak Pertama; dan 

c. Menyampaikan nformasi kepada Piahak Pertama apabila diduga adanya 
pelanggaran di bidang HAKI. 

3. Kedua belah pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk : 

a. menyediakan tenpat penyuluhan sesuai dengan kemampuan masing-masing 
pihak; dan 

b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia di 
masing-masing pihak. 

Pasal4 

Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama ini : 

a. Pihak Pertama menunjuk Direktur J enderal Hak Cipta, Paten dan Merek sebagai 

koordinator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disepakati dalam 

perjanjian kerja sama ini di lingkungan Departemen Kehakiman; dan 
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b. Pihak Kedua menuju Sekretaris J enderal Departemen Kesehatan sebagai koordinator 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disepakati dalam perjanjaian kerja 
sama ini di lingkungan Departemen Kesehatan. 

Pasal5 

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan 
pada anggaran masing-masing pihak. 

Pasal 6 

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam 
pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak akan melakukan penyelesaian 
melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Pasal 7 

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 
penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

Pasal 8 

Perjanjian kerjasama ini dibuat dlam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai 
kekuatan yang sama. 

PI HAK KEDUA PI HAK PERTAMA 

ttd. ttd. 

Prof. Dr. F.A. Moeloek Prof. Dr. H. Muladi, SH. 



